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Jakarta, 23 Juni 2021

Kepada Yth.

Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat 10110

Hal: Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Kalimantan Selatan Nomor 37/PL.02.6-Kpt/63/Prov/V1/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi
Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-
XIX/2021 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama Prof. H. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D
Alamat JI. A. Yani Km. 36 Gang Purnama No. 4, Kelurahan Komet,
Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi
Kalimantan Selatan
e-mail; integrity@dennyindrayana.com
NIK : 3173071112720013 [Bukti P-1]
Z. Nama Drs. H. Difriadi
Alamat JI. Transmigrasi RT 011, Kelurahan Barokah, Kecamatan Simpang
Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan
e-mail: integrity@dennyindrayana.com
NIK : 6310091910610002 [Bukti P-2]

Keduanya adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 Nomor Urut 2 (dua) yang ditetapkan berdasarkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 73/PL.02.2-
Kpt/63/Prov/IX/2020 tanggal 23 September 2020 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Kalimantan Selatan Nomor 75/PL.02.2-Kpt/63/Prov/IX/2020 tanggal 24 September 2020. Berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juni 2021 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Dr. Bambang Widjojanto, S.H., M.Sc. (Nomor KTA: 98.11493)

2. Dr. T.M. Luthfi Yazid, S.H., LL.M., CLI., CIL. (Nomor KTA: 3175041507680007)
3. Dr. Heru Widodo, S.H., M.Hum. (Nomor KTA: 00.11561)

4. Iskandar Sonhadji, S.H. (Nomor KTA: 86.10009)

5. Iwan Satriawan, S.H., MCL., Ph.D. (Nomor KTA: 98.10179)

6. Dorel Almir, S.H., M.Kn. (Nomor KTA: 02.11909)

7. Febri Diansyah, S.H. (Nomor KTA: 13.00868)

8. Donal Fariz, S.H., M.H. (Nomor KTA: 19.02460)

9. Heriyanto, S.H., M.H. (Nomor KTA: 16.00020)

10. Dra. Wigati Ningsih, S.H., LL.M. (Nomor KTA: 2057.12.00.99)

11. Zamrony, S.H., M.Kn., CRA. (Nomor KTA: 17.02436)

12. Harimuddin, S.H. (Nomor KTA: 00.11525)

13. Supriyadi, S.H., M.H. (Nomor KTA: 01.10147)

14, Muhamad Raziv Barokah, S.H., M.H. (Nomor KTA: 20.00638)

15. Jurkani, S.H. (Nomor KTA: 6371042501610002)
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16. Muhammad Irana Yudiartika, S.H., M.H., CIL. (Nomor KTA: 6309040608810004)
17. Muhamad Mustangin, S.H. (Nomor KTA: 14.00631)
18. Dhimas Pradana, S.H., M.H. (Nomor KTA: 15.02559)
19. Aan Sukirman, S.H., M.H. (Nomor KTA: 10.00344)
20. Diana Fauziah, S.H. (Nomor KTA: 02.10370)
21. Aura Akhman, S.H., M.H. (Nomor KTA: 15.03159)
22. Wafdah Zikra Yuniarsyah, S.H., M.H. (Nomor KTA: 21.00762)
23. Muhtadin, S.H. (Nomor KTA: 20.00655)
24, Wijiono, S.H. (Nomor KTA: 002.11.19)
25. Supiansyah Darham, S.E., S.H. (Nomor KTA: 6303050706670001)
26. Kastalani Ideris, S.H. (Nomor KTA: 005.11.19)

27. Abdulatief Zainal, S.H.

28. Muhammad Rizki Ramadhan, S.H.
29. Musthakim Alghosyaly, S.H.

30. Tareq Muhammad Aziz Elven, S.H.
31. Ghazian Syidgi W., S.H.

Semuanya Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dan berdomisili hukum di INTEGRITY Law
Firm, Citylofts Sudirman, Lantai 12, Unit 1226, Jalan K.H. Mas Mansyur 121, Jakarta, 10250 dan dengan
alamat e-mail integrity@dennyindrayana.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak
untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai “Pemohon”.
Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan, berkedudukan di JI. A. Yani No. 212,
Kelurahan Karang Mekar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, 70237

Selanjutnya disebut sebagai “Termohon”.

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan
Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan,
berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 37/PL.02.6-
Kpt/63/Prov/VI/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Kalimantan Selatan Tahun 2020 yang diumumkan pada hari Kamis, 17 Juni 2021, pukul 17:35 WIB /
18:35 WITA. [Bukti P-3]

Selanjutnya disebut sebagai “Objek Perselisihan”.

Adapun alur Permohonan yang kami sampaikan adalah sebagai berikut:
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I. PENGANTAR PEMOHON

MENGGANTUNGKAN PERJUANGAN KONSTITUSIONAL

KEPADA MAHKAMAH KONSTITUSI
Memenangkan Daulat Rakyat (RAAYATokrasi) dan
Mengalahkan Daulat Duit (DU/Tokrasi)

Amanat Kedaulatan Rakyat yang ditegaskan oleh UUD 1945, termasuk melalui pelaksanaan prinsip-
prinsip pemilu yang LUBER, Jujur dan Adil, serta demokratis, terus mendapatkan tantangan dan
hambatan. Yang paling menantang adalah ketika daulat rakyat tersebut (RAKYATokrasi atau
demokrasi) berhadap-hadapan dengan godaan kekuatan duit (DUfTokrasij. Dengan berbagai modus
kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan, kekuatan uang akhimya mampu menyuap dan membeli
seluruh sistem pemilu, dan akhirnya menghasilkan pemenang semu suara pemilih, karena semata-mata
bersandarkan pada praktik politik uang (money politics) dan pemilu curang (electoral fraud).

Salah satu tantangan dan hambatan itulah yang terlihat dengan terang-benderang dalam pelaksanaan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan 2020 (Pilgub Kalsel 2020). Sebagai
provinsi dengan kekayaan alam yang luar biasa, dengan nilai ratusan triliun setiap tahunnya, maka Pilgub
Kalsel 2020 bukan hanya menjadi ajang pertarungan politik hukum, tetapi juga pertarungan kepentingan
bisnis koruptif yang ingin mempertahankan pengaruh buruknya di Bumi Lambung Mangkurat tersebut.

Kami, Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon, Paslon 2) sedari awal sadar bahwa kompetisi ini tidak
akan pernah mudah. Tetapi kami tidak akan mau tunduk dan menyerah, kami telah dan akan terus
memperjuangkan kedaulatan rakyat, sampai titik peluh penghabisan, termasuk melalui permohonan
sengketa hasil a quo. Kami sangat sadar berhadapan dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Sahbirin—
Muhidin, Paslon 1), yang merupakan bagian dari kekuatan penambang utama batu bara di Kalsel.
Sahbirin adalah gubernur petahana yang disokong penuh oleh kerabatnya, salah satu pemodal terkuat
bukan hanya di Kalsel, tetapi juga di Indonesia; yang berpasangan dengan Muhidin, juga penambang
yang kekayaannya secara resmi dinobatkan sebagai calon kepala daerah terkaya nomor satu
senusantara, dengan LHKPN hampir mencapai 700 miliar rupiah.

Dalam perjalanannya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 telah
menegaskan bahwa pelaksanaan Pilgub Kalsel 9 Desember tidak sesuai dengan prinsip pemilu yang
LUBER, Jujur dan Adil, serta Demokratis dan mengamanatkan dilaksanakannya Pemungutan Suara
Ulang (PSU) yang menghargai setiap suara pemilih melalui penghormatan atas prinsip-prinsip pemilu
tersebut. Tetapi, sayangnya, perintah putusan Mahkamah tersebut, bukan hanya tidak dilaksanakan,
tetapi lagi-lagi sengaja tidak dihormati melalui pelanggaran atas prinsip-prinsip konstitusional pemilu
(constitutional breach), serta pelanggaran proses pemilu (process breach) yang bukan hanya makin
terstruktur, makin sistematis dan makin masif; bahkan juga lebih dahsyat, lebih terorganisir, dan lebih
terang-benderang.

Seluruh proses dan tahapan PSU Pilgub Kalsel yang berujung dengan pemungutan suara pada tanggal
9 Juni 2021 dipenuhi dengan pelanggaran dan kecurangan yang lagi-lagi menciderai prinsip
konstitusional pemilu yang LUBER, Jujur dan Adil, serta Demokratis. Bukan hanya Paslon 1 yang terlibat
kecurangan tersebut, namun penyelenggara, dan birokrasi pemerintahan pun terindikasi kuat bahkan
terbukti menjadi bagian skenario yang melegitimasi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Sahbirin—
Muhidin. Modus kecurangan yang terjadi nyaris sempurna mencakup, antara lain:
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1. Politik Uang Dilakukan Paslon 1 secara Terstruktur, Sistematis dan Masif di Seluruh Tujuh
Kecamatan Tempat Pemungutan Suara Ulang (PSU), dengan Membagi Uang dan Barang, baik
secara terang-benderang ataupun sembunyi-sembunyi.

2. Paslon 1 Menyalahgunakan dan Menjadikan Tim Sukses Aparat Birokrasi, termasuk Pada Level
Desa di Seluruh Kecamatan Tempat Pelaksanaan PSU. Pada bagian ini oknum Kepala Desa
dan RT mendapatkan politik uang berupa gaji bulanan, dan menjadi bagian utama strategi politik
uang dan kecurangan pemenangan Paslon 1. Termasuk ada bukti dokumen yang menunjukkan
adanya pembaiatan (ikrar janji) bagi para oknum RT untuk menyediakan suara pasti bagi
pemenangan Paslon 1, tentu lagi-lagi dengan imbalan uang alias jual-beli suara.

3. Paslon 1 melalui Timnya, Memenangkan Kontestasi dengan Melakukan Intimidasi dan Praktik
Premanisme. Termasuk dalam hal ini melakukan ancaman bahkan penjemputan paksa kepada
pemilih untuk hadir dan mencoblos Paslon 1 di TPS 9 Juni.

4. Penegakan Hukum di Bawaslu Tidak Berjalan, Tidak Independen, Tidak Imparsial, Tidak Netral,
dan Tidak Profesional. Hal ini karena sedari proses awal perekrutan, Bawaslu Provinsi Kalsel
sudah disiapkan untuk menjadi bagian tim pemenangan Gubernur Petahana Sahbirin Noor.

5. KPU Berpihak kepada Paslon 1, Bukan Hanya dengan Mengulur Waktu Pelantikan KPPS, dan
masih menggunakan KPPS yang Lama, KPU juga menerbitkan surat edaran syarat memilih
yang melanggar UU Pilkada dan menguntungkan Paslon 1, yang telah melakukan mobilisasi
pemilih untuk membuat KTP di hari-hari akhir menjelang 9 Juni 2021.

6. DPT sengaja Dikacaukan oleh KPU demi Menghalangi Pemilih Sah Paslon 2 (Kehilangan Hak
Pilihnya) dan Meloloskan Pemilih Tidak Sah Paslon 1 Agar tetap dapat Memilih.

Seluruh modus kecurangan itu dilakukan secara kasat-mata dan terang benderang. Calon Gubernur
Paslon 1 Sahbirin Noor bahkan dengan sangat percaya diri membagikan uang dan barang kepada
pemilih di wilayah PSU, sebelum pencoblosan 9 Juni 2021. Sahbirin tahu benar bahwa itu salah,
karenanya warga yang mencoba memvideokan, selalu dilarang dan handphone-nya dirampas
paksa, atau file videonya dihapus. Alhamdulillah, ada saja beberapa video yang berhasil merekam
praktik curang politik uang tersebut, tentu secara diam-diam, dan menjadi bukti tak terbantahkan
dalam permohonan ini.

Modus kecurangan politik uang juga dilakukan dengan memberikan uang bukan saja pada pemilih
di seluruh desa wilayah PSU, tetapi juga dengan memberikan politik uang berupa gaji bulanan
kepada oknum kepala desa sebesar Rp 5 juta/bulan, oknum ketua RT sebesar Rp 2,5 juta/bulan dan
oknum relawan RT sebesar Rp 2,5 juta/bulan selama waktu pelaksanaan PSU, di seluruh wilayah
PSU.

Dengan praktik curang politik uang yang sangat terbuka demikian, Bawaslu Kalsel tetap dengan
naifnya mengatakan tidak ada money politics dalam PSU 9 Juni 2021. Dalam laporan Paslon 2 atas
politik uang yang TSM, Bawaslu Kalsel memutuskan bahwa laporan tersebut tidak memenuhi syarat
masif, karena terjadi di kurang dari 7 kabupaten/kota. Bagaimana mungkin ada pembagian uang
di minimal 7 Kabupaten/Kota, sedangkan PSU hanya dilaksanakan di 3 kabupaten/Kota?
Pemahaman Bawaslu yang tidak logis dan tidak rasional demikian, didasarkan pada Perbawaslu
9/2020 yang tentu saja bertentangan dengan UU Pilkada. Atas pemahaman dan peraturan Bawaslu
yang tidak akan pernah menjerat praktik politk uang yang masif demikian, Pemohon meminta
kepada Mahkamah Konstitusi untuk menegakkan keadilan konstitusional dengan memeriksa hingga
akhir permohonan ini, dan karenanya mengesampingkan syarat ambang batas selisih suara
sebagaimana diatur dalam pasal 158 UU Pilkada. Satu dan lain hal, karena selisih suara antara
Paslon 1 dan Paslon 2 setelah PSU 9 Juni tidak bisa dilihat hanya sebagai hasil hitungan suara
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semata, namun lebih jauh harus dilihat sebagai suatu proses pemilu yang syarat dengan praktik
politik uang (money politics) dan politik pemilu curang (electoral fraud).

Bukan hanya Bawaslu, KPU Provinsi Kalsel juga melakukan kebijakan dan tindakan yang
menguntungkan dan menjadi bagian strategi pemenangan Paslon 1. Salah satunya adalah ketika
KPU Kalsel menerbitkan surat edaran tertanggal 8 Juni 2021, sehari sebelum pemungutan suara 9
Juni, yang mensyaratkan pemilih datang dengan membawa surat undangan dan KTP, atau Surat
Keterangan. Surat edaran yang demikian menguntungkan Paslon 1 yang beberapa hari sebelumnya
sudah memobilisasi orang-orang untuk menjadi pemilih, dengan membuat KTP-elektronik. Namun,
pada saat yang sama surat edaran tersebut merugikan Paslon 2, karena banyak warga yang
diidentifikasi sebagai pemilih Paslon 2, dengan sengaja tidak diberikan surat undangan oleh oknum
RT atau timnya, yang telah menjadi bagian dari pemenangan Paslon 1. Modus kecurangan ini makin
sempurna ketika banyak NIK surat undangan yang tidak sama dengan KTP, menyebabkan banyak
pemilih Paslon 2 secara sengaja dihilangkan hak pilihnya. Atau, kecurangan yang nyata-nyata
terbukti dengan tidak samanya jumlah pemilih dalam daftar hadir (absensi) dengan jumlah pemilih
dalam formulir C hasil, yang mengindikasikan kuat adanya mobilisasi pemilih tidak sah dari Paslon
s

Semua modus pelanggaran dan kecurangan demikian dapat dibuktikan dengan jelas dan nyata oleh
Paslon 2 di seluruh 3 (tiga) Kabupaten/Kota dan 7 (tujuh) kecamatan wilayah PSU, melalui rekaman
video, rekaman suara, foto, dokumen surat, dan pada saatnya keterangan saksi-saksi kunci dan ahli.
Pemohon juga mempunyai beberapa bukti handphone dari para pendukung Paslon 1 yang dengan
jelas menunjukkan pembicaraan bagaimana perencanaan dan pelaksanaan kecurangan
dipersiapkan dan akhirnya dieksekusi.

Semua modus dan kecurangan itu lagi-lagi menunjukkan bahwa pelaksanaan PSU nyata-nyata tidak
menghormati Putusan MK yang mengamanatkan Pilgub Kalsel dilaksanakan dengan menghargai
setiap suara pemilih. Yang terjadi lagi-lagi pelanggaran prinsip-prinsip konstitusi (constitutional
breach) atas Pilgub yang LUBER, Jujur dan Adil serta Demokratis, dan pelanggaran proses (process
breach) yang makin terstruktur, makin sistematis, dan makin masif. Dengan fakta-fakta hukum yang
tidak terbantahkan demikian, dan demi menegakkan amanat konstitusi, maka kami bermohon
kepada Mahkamah Konstitusi, untuk memeriksa hingga akhir permohonan a guo, serta memutuskan
Paslon 1 dibatalkan (diskualifikasi), atau paling tidak dinihilkan suara PSU-nya, sehingga
menetapkan Paslon 2 sebagai pemenang sah dan kepala daerah terpilih dalam Pilgub Kalsel 2020,
ataupun Pilgub PSU 2021.

Hanya kepada Mahkamah Konstitusi atau Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia, kami
menggantungkan cita-cita dan harapan konstitusional agar Pilgub Kalsel diselamatkan dan kembali
dimenangkan oleh daulat rakyat (RAAYATokras)), dan bukan oleh mereka yang menang dengan
cara-cara curang, ataupun kekuatan uang (DU/Tokrasi. Tentu harapan juga wajib kita haturkan
melalui doa kepada Allah SWT, semoga perjuangan kami Pemohon mendapatkan ridho, kemudahan
dan berbuah kemenangan bagi hadimya keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Kalimantan
Selatan. Amin ya Robbal alamin.

Il. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
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Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi
Undang-Undang (selanjutnya disebut “UU Pilkada”), diatur:

“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan
diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya peradilan khusus”.

Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perselisinan hasil PSU diatur dalam
Pasal 54 ayat (6) dan (7) Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2020 sebagai berikut:

Pasal 54 Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2020:

(6) Dalam hal terdapat pengajuan permohonan perselisihan hasil Pemilihan kepada
Mahkamah Konstitusi, penetapan Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah salinan putusan Mahkamah Konstitusi
diterima.

(7)  Dalam hal dilakukan Pemungutan atau “Penghitungan Suara ulang” berdasarkan
putusan Mahkamah Konstitusi, penetapan Pasangan Calon terpilih sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah hasil Pemungutan atau Penghitungan
Suara ulang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi.

Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihnan penetapan perolehan suara hasil
pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2020 yang diputus
Pemungutan Suara Ulang di 827 TPS pada 7 Kecamatan yakni Kecamatan Banjarmasin Selatan
Kota Banjarmasin; Kecamatan Sambung Makmur, Kecamatan Martapura, Kecamatan Aluh-Aluh,
Kecamatan Mataraman, Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar; dan di 24 TPS di Kecamatan
Binuang, Kabupaten Tapin, yaitu TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 6, TPS 8 Desa Tungkap, TPS 1, TPS
6, TPS 8, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 16, TPS 18 Desa Binuang, TPS 5, TPS 7, TPS 10 Desa
Raya Belanti, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 Desa Pualam Sari, TPS 2 Padang Sari, TPS 1
dan TPS 3 Desa Mekarsari sebagaimana perintah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
berdasarkan Putusan Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 tanggal 5 Maret 2021, yang telah
ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor
37/PL.02.6-Kpt/63/Prov/VI/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 dalam Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020. [ Vide Bukti P-3]

Bahwa berdasarkan argumentasi di atas, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa dan
mengadili permohonan a quo.

lll. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Dasar Hukum dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Selatan

8.

Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020
tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota ("PMK 6/2020") mengatur:

Pasal 4 ayat (1) PMK 6/2020:

(1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
a.  pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
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b.  pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
c.  pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
d.  pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.

Bahwa Pemohon adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020, nomor urut 2 berdasarkan:

a.  Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 73/PL.02.2-Kpt/63/Prov/IX/2020
tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 tanggal 23 September 2020
[Bukti P-4], Pemohon adalah pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020.

b.  Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 75/PL.02.2-Kpt/63/Prov/IX/2020
tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 tanggal 24 September 2020,
Pemohon ditetapkan sebagai pasangan calon dengan nomor urut 2 (dua) [Bukti P-5].

Syarat Perbedaan Perselisihan Perolehan Suara (Ambang Batas) Berdasarkan Pasal 158
UU Pilkada

7.

Bahwa Pasal 158 ayat (1) huruf b UU Pilkada mengatur ambang batas selisih suara sebagai salah
satu syarat mengajukan sengketa hasil pemilihan umum kepala daerah sebagai berikut:

Pasal 158 UU Pilkada

(1) Peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat mengajukan permohonan
pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan:
& e
b.  provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan
6.000.000 (enam juta), pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika
terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,6% (satu koma lima persen) dari total
suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi

Bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan, jumlah penduduk Kalimantan
Selatan per tahun 2020 sebanyak 4.303.979 jiwa [Bukti P-6], sedangkan menurut data Direktorat
Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
penduduk Kalimantan Selatan tahun 2020 berjumlah 4.070.320 jiwa [Bukti P-7]. Sehingga
ambang batasnya adalah 1,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang
ditetapkan oleh KPU Kalimantan Selatan.

Bahwa perolehan suara akhir yang ditetapkan oleh Termohon Pasangan Calon Nomor Urut 1
(“Paslon 1") sebanyak 871.123 suara sedangkan Pemohon sebanyak 831.178 dengan total suara

sah sebanyak 1.702.301. Selisih suara antara Paslon 1 dengan Pemohon adalah 39.945 suara
(2,34%)

Pengecualian Syarat Perbedaan Perselisihan Perolehan Suara (Ambang Batas)

10.

Bahwa meskipun Pasal 158 UU Pilkada mengatur ambang batas selisih suara, namun
berdasarkan peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan praktik pengalaman hukum
(preseden), sangat memungkinkan dikecualikannya keberlakuan syarat ambang batas
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selisih suara apabila terdapat kondisi khusus dalam pelaksanaan pemilihan yang sangat
signifikan dan memengaruhi penetapan calon terpilih, sehingga menghasilkan selisih suara yang
melebihi ambang batas.

Bahwa Pasal 156 UU Pilkada juncto Pasal 2 PMK 6/2020 mengatur sebagai berikut:

Pasal 156 UU Pilkada:

(1) Perselisihan hasil pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU
Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil
Pemilihan.

(2)  Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat
mempengaruhi penetapan calon terpifih.

Pasal 2 PMK 6/2020:

Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai
penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi
penetapan calon terpifif.

Bahwa meskipun perbedaan perolehan suara antara Paslon 1 dengan Pemohon lebih dari 1,5%,
sejauh objek yang disengketakan adalah Keputusan Termohon —Keputusan KPU Provinsi
Kalimantan Selatan, mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan, in casu hasil
pemungutan suara ulang 9 Juni 2021 sebagaimana dimohonkan saat ini, yang signifikan dan
dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih, maka Pemohon sebagai pasangan calon Gubernur
dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun Nomor Urut 2, memiliki legal standing, karena
selisih suara sebanyak 2,34% terjadi sebagai akibat dari berbagai pelanggaran dan kecurangan
yang signifikan mempengaruhi kemenangan Paslon 1.

Bahwa pengecualian (penangguhan) syarat ambang batas sebagaimana diatur Pasal 158 UU
Pilkada telah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan beberapa putusan, yakni:
1) Pilkada Kabupaten Tolikara (Putusan Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017)

Pilkada Kabupaten Intan Jaya (Putusan Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017)

Pilkada Kabupaten Puncak Jaya (Putusan Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017)

Pilkada Kabupaten Yapen (Putusan Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017)

Pilkada Kabupaten Mimika (Putusan Nomor 51/PHP.BUP-XV/2018)

Pilkada Kabupaten Paniai (Putusan Nomor 71/PHP.BUP-XVI/2018)

Pilkada Kabupaten Boven Digoel (Putusan Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021)
Pilkada Kota Banjarmasin (Putusan Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021)

Pilkada Kabupaten Yalimo (Putusan Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021)

Pilkada Kabupaten Belu (Putusan Nomor 18/PHP.BUP-XIX/2021)

Pilkada Kabupaten Bandung (Putusan Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021)

Pilkada Kabupaten Nabire (Putusan Nomor 84 & 101/PHP.BUP-XIX/2021)

Pilkada Kabupaten Samosir (Putusan Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021)

)
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14)  Pilkada Kabupaten Nias Selatan (Putusan Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021)
15)  Pilkada Kabupaten Pesisir Barat (Putusan Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021)
16) Pilkada Kabupaten Sabu Raijua (Putusan Nomor 133 &135/PHP.BUP-XIX/2021)

14. Bahwa apabila diteliti dan dicermati 16 (enam belas) Putusan Mahkamah Konstitusi yang
mengecualikan ambang batas di atas, maka ada 5 (lima) pertimbangan hukum Mahkamah
Konstitusi mengecualikan ambang batas, yakni:

1)  Perhitungan dan/rekapitulasi perolehan suara yang belum selesai;

2)  Rekomendasi Bawaslu daerah yang belum dilaksanakan KPU Daerah;

3)  Tindakan Subordinasi melawan perintah dari KPU tingkat di atasnya;

4)  Kinerja Penegakan Hukum bermasalah termasuk Bawaslu daerah yang bermasalah
(lembaga penegakan hukum yang diberi kewenangan Undang-Undang Bermasalah);
atau

5) Ada Permasalahan mendasar dan krusial yang perlu dibuktikan lebih lanjut oleh
Mahkamah Konstitusi sehingga ambang batas berpotensi tidak mungkin dinilai atau
dihitung.

Mohon menjadi perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, bahwa pelaksanaan PSU di
Kalimantan Selatan sangat memenuhi kriteria angka 4) dan 5), di mana terdapat permasalahan
mendasar yakni masifnya politik uang terjadi di seluruh kelurahan/desa, pelibatan birokrasi
termasuk aparat desa dan RT di setiap tempat, serta adanya intimidasi dan tindakan premanisme.
Semuanya menjadi rangkaian tindakan yang signifikan mempengaruhi perolehan suara dan perlu
dibuktikan lebih lanjut oleh bukti-bukti dan saksi-saksi Pemohon. Kemudian, atas permasalahan
tersebut, tidak ada penegakkan hukum oleh Bawaslu Kalsel, justru sebaliknya, Bawaslu Kalsel
serta KPU Kalsel ikut melegitimasi dan membiarkan permasalahan-permasalahan pemilu yang
ada, sehingga berbagai pelanggaran dan kecurangan makin bebas terjadi.

Alasan Nyata dalam Pelaksanaan PSU Kalsel sehingga Ambang Batas Harus Dikecualikan

15.  Bahwa kondisi khusus yang dapat menjadi alasan disimpanginya ketentuan ambang batas benar-
benar terjadi secara kasat mata dalam pelaksanaan PSU Pilgub Kalsel. Adapun peristiwa tersebut
sebagai berikut:

1) POLITIK UANG DAN BARANG DILAKUKAN PASLON 1 SECARA TERSTRUKTUR,
SISTEMATIS, DAN MASIF DI TUJUH KECAMATAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
ULANG DENGAN MEMBAGI UANG DAN BARANG, TERMASUK DENGAN MODUS
PEMBAGIAN ZAKAT.

Peristiwa ini terjadi di selurun Kecamatan dan akan dijabarkan secara detail setiap
peristiwanya dalam pokok permohonan, yakni:
a. Kecamatan Aluh-Aluh

Kecamatan Astambul

Kecamatan Martapura

Kecamatan Mataraman

Kecamatan Sambung Makmur

Kecamatan Banjarmasin Selatan

Kecamatan Binuang
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Mohon menjadi perhatian Yang Mulia, bahkan terdapat peristiwa politik uang yang
dilakukan secara langsung oleh Paslon 1 melalui Calon Gubernur Sahbirin Noor
dengan cara berbagi uang, ikan gratis, sayur gratis, buah gratis, dan memborong
makanan di warung/pasar lalu dibagikan ke para pemilih. Sayangnya, peristiwa ini
terus-menerus dibiarkan Bawaslu Kalsel. Padahal, video peristiwa semacam ini
sangat viral dan tidak sulit ditemukan di dunia maya.

2) PASLON 1 MENGGUNAKAN BIROKRASI DAN APARAT DESA DI SELURUH

KECAMATAN TEMPAT PELAKSANAAN PSU MENJADI TIM SUKSES.

a. Beberapa oknum birokrasi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di wilayah PSU
secara sadar menjadi bagian kegiatan yang memenangkan Paslon 1.

b. Kepala Desa dan RT sebagai aparat pemerintahan di Desa seharusnya netral.
Kepala Desa dan RT justru menjadi pelaku politik uang dengan menerima gaji dari
Paslon 1 dalam rangka pemenangan.

d. Kepala Desa dan RT aktif mencari suara dengan melakukan pendataan calon pemilih
Paslon 1.

e. Kepala Desa dan RT justru pelaku politik uang dengan bertindak sebagai pembagi uang
secara langsung atau tidak langsung kepada pemilih yang terdata.

f.  Kepala Desa dan RT mempersulit pemilih yang tidak mau didata sebagai pemilih Paslon
1, dengan tidak memberikan undangan untuk memilih, sehingga pada akhirnya
kehilangan hak pilih.

Mohon menjadi perhatian Yang Mulia, Pemohon memiliki bukti terdapat pakta
integritas dari para oknum RT yang menyatakan bahwa para pemilih yang mereka
data adalah benar dan pasti akan datang ke TPS untuk memenangkan Paslon 1 [Bukti
P-5a). Pakta Integritas ini layaknya sumpah atau ba/af yang dalam Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PHPU.D-1X/2011 tentang Perselisihan Hasil
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun
2011 (Halaman 286), dinyatakan sebagai praktik yang tidak dibenarkan oleh
Mahkamabh.

3) PETAHANA MEMENANGKAN KONTESTASI DENGAN MELAKUKAN INTIMIDASI DAN
PREMANISME MELALUI TIMNYA.

Perusakan Spanduk Tolak Politik Uang dan Perusakan Posko Pemohon.

Penculikan dan Pemukulan Simpatisan Pemohon dan Satgas Anti Politik Uang NU.

Paksaan kepada KPPS untuk yang membawa undangan untuk memilih.

Pengawalan Pembagian Uang di TPS oleh para preman.

Penjemputan kepada yang sudah menerima uang, namun tidak hadir ke TPS.

Intimidasi di TPS.

D o0 oo

4) PENEGAKAN HUKUM DI BAWASLU TIDAK BERJALAN, TIDAK INDEPENDEN, TIDAK
IMPARSIAL, TIDAK NETRAL DAN TIDAK PROFESIONAL
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a. Bawaslu Sengaja Menerapkan Ukuran Masif adalah setengah jumlah kabupaten/kota di
provinsi Kalsel, atau minimal di 7 kabupaten/kota, padahal PSU Hanya Diselenggarakan
di 3 Kabupaten/Kota, Agar Pelanggaran TSM oleh Petahana tidak pernah dapat
memenuhi unsur TSM.

b. Bawaslu Memfasilitasi Terjadinya Politk Uang dengan Mengeluarkan Pernyataan
Pasangan Calon Boleh Menyebar Zakat di Wilayah PSU.

c. Politik Uang Terjadi Sangat Kasat Mata, Namun Tidak Satupun yang Dinyatakan
Terbukti, bahkan Ketua Bawaslu Provinsi menyatakan, Tidak ada Politik Uang.

d. Bawaslu melepas spanduk “Ambil Duitnya Jangan Cucuk Orangnya’, Namun Tidak
Mengkampanyekan Larangan Politik Uang dan Sanksi Pidana kepada Penerima dan
Pemberi Uang.

e. Hukum yang dibuat Bawaslu Tumpul ke Paslon 1 dan Tajam ke Pemohon dalam
Laporan Pelanggaran Administrasi Nomor.

f. Pada Pemilihan 9 Desember 2020, Bawaslu Kalsel diputus Tidak Profesional oleh DKPP
RIl. Seharusnya Petahana diputus Diskualifikasi. Ini Semakin Menunjukkan
Keberpihakan Bawaslu Kalsel pada Petahana.

Mohon menjadi perhatian Yang Mulia, Bawaslu Kalsel dalam Putusan Nomor:
02/Reg/L/ITSM-PG/22.00/VI/2021 tertanggal 7 Juni 2021, halaman 20 [Bukti P-5b],
menyatakan penegakkan pelanggaran yang TSM di wilayah PSU tetap harus
memenuhi 5041% seluruh wilayah Provinsi. Hal ini bersandar pada Pasal 15
Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020. Penerapan hukum semacam ini sangat tidak
rasional dan tidak logis. Bagaimana mungkin Pemohon harus membuktikan
pelanggaran TSM di 7 Kabupaten/Kota dari total 13 Kabupaten/Kota di Provinsi
Kalsel, padahal PSU hanya ada di 3 Kabupaten/Kota, atau bagaimana mungkin
Pemohon harus membuktikan pelanggaran TSM di 77 dari 153 Kecamatan, padahal
wilayah PSU hanya di 7 Kecamatan saja. Selain itu, masih banyak lagi berbagai
tindakan Bawaslu Kalsel lainnya sangat menguntungkan Paslon 1, walaupun tidak
logis. Akan diuraikan lebih rinci pada bagian pokok permohonan.

5) KPU BERPIHAK KEPADA PETAHANA DENGAN DIANTARANYA MENGULUR WAKTU
PELANTIKAN KPPS DAN TETAP MENGGUNAKAN SEBAGIAN ANGGOTA KPPS YANG
LAMA, BAHKAN MELALUI ISTRI KOMISIONERNYA, KPU KALSEL IKUT MEMBAGI-
BAGIKAN UANG

a. KPU Kalsel Mengeluarkan Surat Edaran Yang Seakan-akan Pemilih Tidak Bisa
Memilih Jika Tidak Membawa Surat Undangan, Faktanya SE tersebut Dijadikan Dasar
Bagi KPPS Untuk Menolak Pemilih Pemohon Yang Tidak Mendapat Undangan

b. KPU Sengaja melantik KPPS Pengganti Tidak Sesuai Jadwal, Bahkan Masih Ada Yang
Lama.

c. Sebagian Anggota KPPS yang Lama direkrut dan ditetapkan kembali sebagai Anggota
KPPS.

d. Istri Komisioner KPU Kota Banjarmasin ikut Melakukan Politik Uang dengan Membagi-
bagikan Uang kepada Pemilih.
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e. Melalui PPS, Termohon aktif menerbitkan Surat kepada Masyarakat untuk membuat e-
KTP sehari langsung jadi.

Mohon menjadi perhatian Yang Mulia, pola keberpihakan KPU Kalsel dan KPU
Kabupaten/kota begitu terlihat ketika pemilih di basis suara Pemohon tidak mendapat
surat undangan [Bukti P-5c], kemudian dengan sangat mendadak, Termohon
mengeluarkan Surat Edaran Nomor 327/PY.01.2-SD/63/Prov/VI/2021, tanggal 8 Juni
2021 [Bukti P-5d], pada butir nomor 2 yang hanya menyebutkan pemilih membawa
undangan pemilih dan KTP-el atau Surat Keterangan, tanpa menyebutkan ketentuan
apabila Pemilih tidak dapat menunjukkan Surat Undangan, maka dapat mencoblos
dengan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan. Hal ini membuat banyak Pemilih
Pemohon gagal menggunakan hak pilihnya.

6) DPT DIKACAUKAN TERMOHON DEMI MENGHALANGI PEMILIH SAH PASLON 2
(KEHILANGAN HAK PILIHNYA) DAN MELOLOSKAN PEMILIH TIDAK SAH PASLON 1
(DIPAKSAKAN) AGAR DAPAT MEMILIH.

a. Jumlah Pemilih dalam Daftar Hadir Pemilih Tidak Sama Dengan Data Pengguna Hak
Pilih dalam C. Hasil

b. Pemohon Tidak Diberikan Daftar DPT, DPTB, dan DPPH.

¢. Adanya Perubahan dalam DPT, DPTb, dan DPPh, Sehingga Menghilangkan Hak Pilih
Pemilih.

d. NIK pada KTP dan Surat Undangan Dibuat Berbeda, sehingga Pemilik Ditolak Memilih
oleh KPPS.

Mohon perhatian Yang Mulia, dalam PSU Pilgub Kalsel 2020, kekacauan jumlah
pemilih kembali terjadi dalam hal perbedaan jumlah pemilih dalam daftar hadir
dengan pengguna hak pilih (formulir C Hasil). Hal ini merupakan bentuk kelalaian
yang disengaja oleh Termohon yang membuka kesempatan hadirnya pemilih siluman
yang memilih Paslon 1.

Pelaksanaan PSU Pilgub Kalsel Melanggar Prinsip LUBER, JURDIL, dan Demokratis
Pilkada

16.

17.

Bahwa ketentuan prinsip LUBER, JURDIL, dan Demokratis ditetapkan dalam UUD 1945 sebagai
berikut:

Pasal 22E ayat (1) UUD 1945:
“Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adi/
setiap lima tahun sekali”

Pasal 18 ayat (4) UUD 1945:
‘Gubernur, Bupati, dan Walikota masing masing sebagai kepala pemerintah daerah
provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis’

Bahwa asas dalam UUD 1945 tersebut diturunkan dalam Pasal 2 UU Pilkada yang menetapkan
sebagai berikut:
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18.

19,

Pasal 2 UU Pilkada:
“Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas,

rahasia, jujur, dan adil.”

Bahwa berbagai peristiwa seperti politik uang yang TSM, pelibatan birokrasi hingga oknum aparat
desa dan RT, intimidasi dan premanisme, Bawaslu Kalsel yang tidak netral, KPU Kalsel yang tidak
netral, dan kacaunya daftar pemilih adalah bukti bahwa pelaksanaan PSU Pilgub Kalsel telah
melanggar Prinsip LUBER, JURDIL, dan Demokratis sebagaimana ditetapkan dalam UUD 1945
dan Pasal 2 UU Pilkada.

Bahwa peristiwa pelanggaran terhadap prinsip-prinsip konstitusional (constitutional breach)
merupakan hal yang patut mendapat perhatian yang serius dari Mahkamah Konstitusi sebagai the
guardian of the constitution, dan karenanya kami mohonkan Mahkamah berkenan memeriksa dan
membuktikan, serta memutuskan seluruh permohonan a quo, dengan mengenyampingkan syarat
selisih suara dalam pasal 158 UU Pilkada.

Pelaksanaan PSU Pilgub Kalsel Mengandung Pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis,
dan Masif

20.

21.

22.

23,

Bahwa selain terdapat constitutional breach dalam pelaksanaan PSU Pilgub Kalsel, begitu marak
dan kasat matanya politk uang yang melibatkan struktur pemerintahan dan difasilitasi oleh
pengawas serta penyelenggara PSU, juga merupakan pelanggaran terhadap proses (process
breach) yang memenuhi sifat Terstruktur, Sistematis, Masif (“TSM").

Bahwa pelanggaran TSM diatur UU Pilkada dengan sanksi berupa pembatalan pasangan calon
(diskualifikasi) sebagai berikut:

Pasal 135A UU Pilkada:
(1) Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2)
merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.

(2 [.]
(3 [.]
(4 [.]

(6)  Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dapat berupa sanksi administrasi pembatalan pasangan calon.

Bahwa seharusnya Bawaslu Kalsel bertindak pada garda terdepan dalam menegakkan
pelanggaran-pelanggaran yang TSM. Namun fakta yang ada, Bawaslu Kalsel tidak melaksanakan
penegakkan hukum dengan baik, bahkan cenderung membuka celah, memfasilitasi, dan
mengamankan pelanggaran yang terjadi, khususnya politik uang, ataupun penggatan dan modus
kecurangan lainnya.

Bahwa tindakan Bawaslu Kalsel yang demikian, menjadi alasan yang patut dan berdasar hukum
bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengambil peran pengawasan final dengan memeriksa,
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mengadili, dan memutus permohonan Pemohon demi menjaga marwah dan prinsip konstitusi
dalam penyelenggaraan Pilkada. Sebagaimana telah Mahkamah tegaskan dalam pertimbangan
hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor I/PHPU.PRES-XII/2019 tentang Sengketa
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, halaman 1814, paragraf kedua
sebagai berikut:

“Bahwa perihal konstitusionalitas penyelenggaraan pemilu sebagai bentuk dalil
kualitatif yang dapat diajukan ke Mahkamah adalah untuk memeriksa dan memutus
apakah proses penyelenggaraan pemilu, termasuk penegakan hukum dan
penyelesaian sengketa dalam proses pemilu, felah dijalankan sesuai ketentuan
hukum yang berlaku atau tidak. Dalam hal permohonan yang diajukan menyangkut
ketaatan lembaga penyelenggara pemilu (KPU) terhadap aturan atau menyangkut
dilakukannya proses penegakan hukum oleh lembaga penyelenggara pemilu
(Bawaslu dan Gakkumdu) yang mempengaruhi perolehan suara atau hasil pemilu,
sebagal peradilan konstitusi, Mahkamah dapat memeriksa dan memutusnya. Dalam
konteks ini, penilaian konstitusionalitas penyelenggaraan pemilu lebih kepada apakah
penyelenggaraan pemilu telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
atau tidak yang membawa akibat pada terpengaruhnya hasil pemilu.”

Pelaksanaan PSU Pilgub Kalsel Mendelegitimasi Putusan Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021

24.

25.

Bahwa selain mengandung constitutional breach dan process breach, pelaksanaan PSU Pilgub
Kalsel juga melanggar perintah yang ditetapkan oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor
124/PHP.GUB-XIX/2021 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020.

Bahwa Mahkamah mengharuskan PSU dilakukan dengan menegakkan asas LUBER, JURDIL,
dan Demokratis. Hal itu disampaikan oleh Mahkamah dalam angka 3.17.3.4 Putusan Nomor
124/PHP.GUB-XIX/2021 sebagai berikut:

‘Mahkamah meyakini Pemungutan dan penghitungan suara tanggal 9 Desember 2020
sebagaimana didalilkan Pemohon, “fidak sesuai dengan Peraturan Perundang-
undangan khususnya proses penyelenggaraan yang harus berpedoman pada asas
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber dan Jurdjl)sebagaimana diatur
dalam Pasal 2 lampiran UU 1/2015 yang semangatnya sama dengan Pasal 22E ayat (1)
UUD 1945 yang menyatakan, “Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum,
bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali”. Oleh karena itu, untuk mendapatkan
kemurnian perolehan suara, dan demi validitas perolehan suara masing-masing pasangan
calon yang akan meningkatkan legitimasi perolehan suara masing-masing calon, serta
untuk mewujudkan prinsip demokrasi yang menghargal setiap suara pemilih, dan
Juga untuk menegakkan asas pemilihan umum yang Luber dan Jurdil, maka harus
dilakukan pemungutan suara ulang dengan ketentuan sebagaimana yang akan
disebutkan dalam amar putusan perkara a quo.”

Faktanya, perintah Mahkamah dalam Putusan Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 sama sekali tidak
diindahkan, bahkan kecurangan yang terjadi makin meningkat, lebih dahsyat, lebih terstruktur, dan
lebih terang-benderang.
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26.

Bahwa fakta uraian di atas menjelaskan terdapat 3 (tiga) fondasi utama yang dilanggar dalam
pelaksanaan PSU Pilgub Kalsel 2020, yakni i) Prinsip LUBER, JURDIL, dan Demokratis yang
ditetapkan oleh UUD 1945 (Constitutional Breach), ii) Pelanggaran Proses yang TSM
sebagaimana di atur UU Pilkada (Process Breach), dan iii) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
124/PHP.GUB-XIX/2021 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020.

Pemohon Memiliki Bukti Tak Terbantahkan Berupa Kesaksian Mantan Tim Paslon 1,
Handphone, Video, Rekaman Suara, dan Dokumen yang akan Menggambarkan Peristiwa
Pelanggaran TSM secara Gamblang

27.

28.

29.

30.

Bahwa berbagai pelanggaran dan kecurangan yang mencederai UUD 1945, UU Pilkada, dan
Putusan Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 terbukti jelas dalam bukti-bukti yang Pemohon miliki dan
akan Pemohon sampaikan dalam persidangan yang mulia.

Bahwa Pemohon memiliki saksi-saksi yang berhubungan dengan tim Paslon 1 dari seluruh
Kecamatan yang melakukan PSU, mereka sangat mengetahui semua proses pelanggaran dan
kecurangan yang dilakukan oleh Paslon 1, Oknum Aparat Desa dan RT, Penyelenggara PSU, dan
Pengawas PSU, dan berbagai modus lainnya. Para saksi akan menceritakan dengan gamblang
bagaimana alur pelanggaran TSM tersebut terjadi sehingga akhirnya mempengaruhi hasil
perolehan suara.

Bahwa keterangan para saksi didukung dengan bukti-bukti video, foto, rekaman suara, dokumen,
dan yang paling penting adalah HANDPHONE para saksi yang menunjukkan secara jelas seluruh
alur pelanggaran yang Pemohon dalilkan.

Bahwa saksi dan bukti yang Pemohon miliki amat layak untuk didengarkan dan diperiksa bersama
dalam rangka mencari dan menegakkan keadilan atas terselenggaranya PSU Pilgub Kalsel 2020,
yang merupakan hak konstitusional Pemohon dan juga hak konstitusional partai pendukung,
relawan, simpatisan, dan masyarakat yang memberikan kepercayaannya kepada Pemohon.
Kami, bahkan kita semua, berhak untuk mendapat kemurnian dan kejujuran dari sebuah proses
untuk mencapai pemilu yang betul-betul LUBER, Jujur dan adil, serta demokratis.

Mahkamah Konstitusi Patut Memeriksa, Memutus, dan Mengadili Permohonan Pemohon
Hingga Putusan Akhir

3.

Bahwa Mahkamah Konstitusi sudah menegaskan diri sebagai Penjaga Konstitusi (The Guardian
of Constitution) dan Penjaga Demokrasi (the Protector of Democracy), yang bermakna Mahkamah
adalah penjaga utama terlaksananya hajat demokrasi yang sesuai dengan prinsip konstitusional,
yakni LUBER, JURDIL, dan Demokratis. Oleh karena itu penyelenggaraan Pilkada yang tidak
LUBER, tidak jujur, tidak adil, dan tidak demokratis jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 22E
ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, penuh dengan kejahatan/kecurangan/pelanggaran yang
tentu saja tidak dapat diabaikan demikian saja oleh Mahkamah.
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32.

33,

34.

35.

36.

Bahwa meskipun telah ada lembaga yang berwenang untuk menegakkan pelanggaran yang
bersifat TSM, yakni Bawaslu Kalsel. Namun fakta menunjukkan keberadaannya nyaris tidak
berfungsi apalagi efektif. Seakan unable and unwilling untuk melaksanakan fungsi pengawasan
yang sebenar-benarnya. Atas dasar itu, Mahkamah berhak bahkan wajib mengambil alih tanggung
jawab tersebut, menyediakan ruang bagi Pemohon untuk menempuh jalur keadilan (acces to
justice).

Bahwa unable and unwilling Bawaslu Kalsel dalam melaksanakan tugasnya juga ditunjang dengan
kekosongan hukum (rechtssvacuum)l, atau paling tidak kesalahan pemahaman, dalam
penegakkan pelanggaran TSM pada masa PSU. Sebagaimana kita ketahui, PSU Pilgub Kalsel
hanya dilaksanakan pada 3 dari 13 Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan, atau 7 dari 153
Kecamatan. Namun Bawaslu Kalsel, mengacu pada Pasal 15 Peraturan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil
Walikota yang Terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (“Perbawaslu 9/2020"),
menyatakan keterpenuhan masivitas pelanggaran TSM tetap harus mengacu pada 50+1% dari
13 Kabupaten/Kota, yakni paling sedikit memenuhi 7 Kabupaten Kota. Hal ini sangat tidak logis
dan laporan pelanggaran TSM yang disampaikan Pemohon kepada Bawaslu Kalimantan Selatan
MUSTAHIL dapat memenuhi syarat normatif lebih dari setengah jumlah wilayah kabupaten se-
Provinsi Kalimantan Selatan. Oleh sebab itu, kami mohon kepada Mahkamah untuk mengaktifkan
fungsinya sebagai the Guardian of the Constitution and the Protector of Democracy.

Bahwa penafsiran Bawaslu Kalsel terhadap Perbawaslu 9/2020 sama sekali tidak mencerminkan
dan menerapkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur
dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (“UU P3") sebagai berikut:

Pasal 5 huruf d UU P3:
‘Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada
asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:
d. dapat dilaksanakan”

Maka sekali lagi, Mahkamah Konstitusi berhak bahkan wajib mengambil alih tugas penegakkan
pengawasan pilkada dari Bawaslu Kalsel. Bahkan Mahkamah memiliki kewenangan asli untuk
menegakkan prinsip konstitusionalitas dalam penyelenggaraan PSU Pilgub Kalsel 2020.

Bahwa hilangnya rasa keadilan atas maraknya politik uang dalam pelaksanaan PSU menggugah
tanggung jawab konstitusional Pemohon sebagai warga negara, utamanya didorong oleh
Pemikiran Dworkin mengenai ‘hard cases’ yakni kasus-kasus yang sulit dan unik, yang tidak diatur
dalam ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan tidak memiliki precedent
sebelumnya diberikan ruang bagi warga negara manapun untuk memperjuangkan hak
konstitusional dan hak hukum yang telah dilanggar (Ronald Dworkin, 1975, ‘Hard Cases’, Harvard
Law Review, 88(6), halaman 1057-1060 [Bukti P-8] dan Ronald Dworkin, 1967, 'The Model of
Rules’, University of Chicago Law Review, 35 (14), halaman 23) [Bukti P-9].

Bahwa semangat ini juga didasarkan precedent terkemuka yang diakui sebagai salah satu
keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat yang terbaik sepanjang sejarah Amerika yang
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37.

38.

dimotori oleh Hakim Ketua (Chief Justice) John Marshal dalam kasus Marbury v. Madison (1803)
dimana dalam perkara ini Mahkamah Agung Amerika Serikat telah memeriksa perkara ini
berdasarkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam konstitusi, bukan undang-undang (karena
ketiadaan undang-undang) (Davison M. Douglas, 2003, ‘The Rhetorical Uses of Marbury v.
Madison: The Emergence of a "Great Case", Wake Forest Law Review, Vol. 38) [Bukti P-10].

Bahwa meskipun belum ada preseden Putusan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili
pelanggaran TSM pada pemilihan di wilayah sektoral dalam hal PSU, justru pada perkara inilah
Pemohon berharap agar Mahkamah menggali hukum hingga melakukan penemuan hukum
(rechtsvinding), berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman (“UU 48/2009”) dan Undang-Undang Nomeor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga
Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (“UU MK”), UU
Pilkada, serta UUD 1945 sebagai the Supreme Law of the Land, untuk kembali menegaskan diri
sebagai the Guardian of the Constitution dan the Protector of Democracy, dengan memeriksa,
mengadili, dan memutus perkara a quo hingga putusan akhir.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, meskipun selisih suara di atas 1,5%, namun mengingat
selisih tersebut tercipta akibat terdapat dari sebuah proses yang cacat hukum, baik secara formil
maupun materiil, yang melawan konstitusi, melawan hukum dan bertentangan dengan moral
demokrasi, menyimpang jauh UUD 1945 (constitutional breach), melanggar proses dalam UU
Pilkada (process breach), dan pembangkangan terhadap Putusan 124/PHP.GUB-XIX/2021
(constitutional disobedience), maka Pemohon meminta dengan sangat dan penuh kerendahan
hati agar kiranya Mahkamah tetap berkenan memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini
hingga tuntas sebagai putusan akhir yang menegakannya keadilan konstitusional. Apalagi
Pemohon memiliki bukti dan saksi yang sangat kuat tak terbantahkan yang merata di setiap
Kecamatan, kelurahan/desa yang melaksanakan PSU. Oleh sebab itu, kami mohon kepada
Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan
Permohonan a quo.

IV. TENGGANG WAKTU

39.

40.

41.

Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU Pilkada juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada
pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3
(tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU
Provinsi.

Bahwa Objek Perselisihan ditetapkan dan diumumkan pada Kamis, 17 Juni 2021 pukul 17.45 WIB,
di mana 3 (tiga) hari kerja setelahnya jatuh pada hari Senin, 21 Juni 2021, pukul 23.59 WIB.

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Senin, 21 Juni
2021, Pukul 14:14 WIB secara online dan telah diterima oleh Mahkamah pada Pukul 16.25 WIB
berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) [Bukti P-11]. Permohonan Pemohon
juga telah dilengkapi dengan Permohonan (Pdf); Permohonan (Doc); KTP Pemohon; Daftar
Alat/Dokumen Bukti; Alat Bukti; SK Penetapan Paslon; dan Surat Kuasa berdasarkan
Permohonan (Pdf); Permohonan (Doc); KTP Pemohon; Daftar Alat/Dokumen Bukti; Alat Bukti; SK
Penetapan Paslon; dan Surat Kuasa [Bukti P-12]
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42.

43.

Bahwa Pasal 157 ayat (7) UU Pilkada juncto Pasal 13 ayat (2) PMK 6/2020, pada pokoknya
menyatakan atas Permohonan yang diajukan secara online, Pemohon dapat memperbaiki dengan
jangka waktu 3 (tiga) hari sejak dikirimnya AP3, yakni paling lambat pada Rabu 23 Juni 2021,
Pukul 23.59 WIB.

Bahwa mengingat Perbaikan Permohonan ini diajukan pada Rabu, 23 Juni 2021, sekitar Pukul
14:00 WIB, maka tenggang waktu pengajuanPerbaikan Permohonan ini masih sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

V. POKOK PERMOHONAN

A

44,

45.

46.

PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA YANG DITETAPKAN OLEH TERMOHON DAN
YANG SEHARUSNYA BENAR

Bahwa Termohon telah menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai
berikut:

Sebelum Pemungutan Suara Ulang Sesudah Pemungutan Suara Ulang

Pasangan Perolehan Selisih Pasangan Perolehan Suara | Selisih
Calon Suara Calon
Paslon 1 851.822 Paslon 1 871.123

8.127 39.945
Pemohon 843.695 Pemohon 831.178

Bahwa Termohon menetapkan perolehan suara di wilayah PSU sebanyak 7 (tujuh) Kecamatan
sebagai berikut:

Sebelum PSU Setelah PSU

Nama Pasangan Calon

i H. Sahbirin Noor — H. Muhidin 100.006 119.307

2. Prof. H. Denny Indrayana, S.H., LL.M.,
Ph.D. - Drs. H. Difriadi

69.617 57.100

Bahwa perolehan suara di 7 (tujuh) Kecamatan yang melaksanakan PSU diperoleh Paslon 1
dengan cara-cara yang melanggar prinsip-prinsip pemilu yang LUBER, JURDIL, dan Demokratis.
Prinsip mana ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, dan
karenanya bersama ini Pemohon ajukan perlindungan hukumnya kepada Mahkamah selaku
pengawal konstitusi (the guardian of the constitution).
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47. Bahwa jika saja Pilgub Kalsel dilaksanakan sesuai prinsip yang LUBER, JURDIL, dan Demokratis,
maka Paslon 1, bukan hanya wajib berkurang suaranya, bahkan seharusnya dibatalkan
(diskualifikasi) sebagai pasangan calon, sehingga perolehan suara yang benar menurut Pemohon
adalah sebagai berikut:

Nama Pasangan Calon

H. Sahbirin Noor — H. Muhidin Dibatalkan/Diskualifikasi
Prof. H. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D. - Drs. 774.078
H. Difriadi
Jumlah 774.078

48.  Bahwa atau setidak-tidaknya jikalau pun Mahkamah berpendapat lain, maka Pemohon meminta
agar Mahkamah memutuskan bahwa hasil perolehan suara Pilgub Kalsel berubah karena:

a.

Kecurangan politk uang yang begitu terstruktur, sistematis, dan masif terjadi di hampir
seluruh Kecamatan PSU, yang dilakukan oleh Paslon 1 dengan melibatkan oknum birokrasi
serta aparat desa dan RT.

Pelibatan oknum birokrasi serta aparat desa dan RT menjadi tim pemenangan Paslon 1
terjadi pada hampir seluruh Kecamatan PSU.

Intimidasi dan aksi premanisme dari Tim Paslon 1 yang mengiringi terjadinya kecurangan-
kecurangan yang dilakukan.

Tidak netralnya Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota sehingga cenderung memberi ‘karpet
merah’ bagi pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Paslon 1.

Tidak profesionalnya KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota sehingga memberikan kebijakan-
kebijakan dan tindakan yang sangat menguntungkan Paslon 1. Bahkan terdapat bukti yang
kuat yang menunjukkan bahwa KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota juga bertindak tidak netral.

49.  Bahwa dengan berbagai kecurangan TSM yang dilakukan oleh Paslon 1, sudah sepatutnya
Mahkamah Konstitusi mengoreksi hasil perolehan suara PSU dengan memberikan sanksi berupa
dinihilkan perolehan suara Paslon 1, sehingga hasil akhir perolehan suara yang benar ditetapkan
sebagai berikut:

Nama Pasangan Calon

1. H. Sahbirin Noor - H. Muhidin 751816
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2. Prof. H. Denny Indrayana, S.H., LLM., Ph.D. = Drs. H. 831.178
Difriadi
Jumlah 1.582.994

Bahwa jikapun Mahkamah Konstitusi tidak dapat memutus penihilan hanya suara PSU Paslon 1,
mengingat kecurangan yang terjadi begitu TSM serta melanggar asas LUBER, JURDIL, dan
Demokratis. Maka dengan berat hati, Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi memutus untuk
menihilkan seluruh suara kedua pasangan calon di wilayah PSU saja, maka perolehan suara yang
benar ditetapkan sebagai berikut:

Nama Pasangan Calon

s H. Sahbirin Noor - H. Muhidin 751.816

2, Prof. H. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D. - Drs. H. 774.078
Difriadi

Jumlah 1.525.894

Bahwa lebih lanjut mengenai dalil-dalil mengapa Paslon 1 seharusnya didiskualifikasi, atau hasil
perolehan suara PSU seharusnya dinihilkan akibat pelaksanaan PSU yang tidak hanya
mencederai amanat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021, namun juga
mencederai prinsip JURDIL, LUBER, dan Demokratis, akan dijelaskan lebih detail dalam uraian
fakta hukum sebagai berikut:

POLITIK UANG SECARA TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF YANG DILAKUKAN
PASLON 1 DENGAN CARA YANG LEBIH DAHSYAT, LEBIH TERORGANISIR, DAN LEBIH
TERANG BENDERANG DARI SEBELUM PSU

Bahwa UUD 1945 sebagai Konstitusi negara Indonesia menggariskan prinsip-prinsip
konstitusional yang harus dipatuhi dan dilaksanakan dalam setiap penyelenggaraan pemilihan
umum, termasuk Pilkada. Hal ini sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 18 dan Pasal 22E UUD
1945 sebagai berikut:

Pasal 18 ayat (4) UUD 1945:
(4)  Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi,
kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.**)

Pasal 22E ayat (1) UUD 1945:
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(1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil
setiap lima tahun sekali.

53, Bahwa Paslon 1 melakukan politik uang yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) di 7 dari 7
Kecamatan yang melaksanakan PSU (100%). Perolehan suara yang diraih oleh Paslon 1 jelas-
jelas didapatkan dengan mengesampingkan prinsip pemilihan yang LUBER, JURDIL, dan
Demokratis. Sayangnya, tindakan ini dibiarkan dan mendapatkan karpet merah dari Bawaslu
Kalsel, KPU Kalsel, dan Pemerintah Daerah Kalsel.

MODUS KECURANGAN TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, MASIF

54, Sebelum jauh menjelaskan secara detail kecurangan yang terjadi, izinkan Pemohon
menyampaikan rangkaian tindakan yang menjadi modus politik uang TSM yang dilakukan oleh
Paslon 1 bekerja sama dengan oknum Kepala Desa dan RT serta Preman, adapun rangkaian
modus tersebut sebagai berikut:

1) Pertama, oknum birokrasi, Kepala Desa dan RT yang telah direkrut oleh Paslon 1
melakukan perekrutan kembali terhadap orang lain yang akan bertugas di TPS-TPS,
mereka diberikan politk uang berupa gaji bulanan untuk melaksanakan tugas
kecurangannya.

2)  Kedua, oknum birokrasi, Kepala Desa, Oknum RT, dan Tim di TPS melakukan pendataan
pemilih beserta meminta KTP dan KK dari pemilih untuk menjadi suara pasti. Data ini
kemudian disetor ke Tim Paslon 1.

3)  Ketiga, petugas yang sudah menyetor data pemilih akan diberikan uang sesuai dengan
jumlah pemilih yang tercatat untuk dibagikan kepada pemilih. Pemberian uang dilakukan
dengan beberapa tahap.

4)  Keempat, para pemilih tercatat dan telah menerima uang dipastikan untuk hadir ke TPS dan
menggunakan suara untuk memilih Paslon 1 dengan berbagai cara, termasuk cara
intimidatif dan premanisme.

55.  Bahwa lebih detalil, peristiwa politik uang yang terjadi secara TSM akan dirincikan sebagai berikut:
TERSTRUKTUR

56. Bahwa yang dimaksud dengan “Terstruktur® adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat
struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara
bersama-sama. [ Vide Penjelasan Pasal 135A ayat (1) UU Pilkada].

57.  Bahwa politik uang yang dilakukan oleh Paslon 1 bersifat terstruktur karena melibatkan mayoritas
aparat desa dan RT setempat. Polanya adalah pembakal diberikan politik uang berupa gaji
sebesar Rp 5.000.000/bulan, kemudian RT diberikan politk uang berupa gaji sebesar
Rp2.500.000/bulan. Kemudian RT dengan dibantu relawan RT yang juga diberikan politik uang
berupa gaji Rp 2.000.000/bulan yang mencatat nama-nama pemilih sesuai dengan lingkup
wilayahnya dengan meminta KTP para pemilih.

58.  Bahwa data yang telah dikumpulkan oleh Ketua RT akan menjadi acuan untuk memberikan uang.

Pemberian uang dilakukan dengan beberapa gelombang, Pemberian pertama dengan modus
zakat, gelombang kedua dengan mendatangi langsung ke rumah-rumah warga, dan gelombang
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59.

60.

61.

ketiga pemberian di TPS. Bahkan di beberapa tempat, Ketua RT terlibat langsung sebagai pihak
yang memberikan uang kepada para pemilih.

Bahwa selain keterlibatan RT, Bawaslu Kalsel juga turut berkontribusi atas tumbuh suburnya
tindakan politik uang. Dalam beberapa pernyataan di media, Bawaslu Kalsel menyatakan secara
terbuka bahwa Paslon boleh menyebar zakat di wilayah PSU [Bukti P-13]. Seharusnya sebagai
lembaga yang bertugas menjaga keadilan dan kejujuran dalam PSU Kalsel, Bawaslu Kalsel
segera menghimbau pembagian zakat oleh Paslon harus dilakukan melalui lembaga yang
berwenang, seperti Bazis. Seharusnya Bawaslu Kalsel semaksimal mungkin dan sekuat tenaga
menutup celah terjadinya politik uang dengan berbagai modus.

Bahwa keputusan Bawaslu Kalsel yang membolehkan Paslon menebar zakat di wilayah PSU
layaknya pemikiran orang-orang awam yang tidak mengerti prinsip pemilu yang jujur dan adil, dan
menganggap pembagian zakat di wilayah PSU sah-sah saja asal tidak ada ajakan memilih. Tentu
hal itu sangat mudah dikelabui di lapangan. Faktanya, penyebaran zakat yang masif di wilayah
PSU selalu disertai dengan kalimat yang mengingatkan penerima zakat pada Paslon 1. Sangat
disayangkan Bawaslu Kalsel memberikan karpet merah untuk politik uang bermodus “zakat".

Bahwa Bawaslu Kalsel baru mengeluarkan surat edaran yang itupun hanya himbauan agar paslon
menyalurkan zakat melalui Bazis pada 6 Mei 2021 berdasarkan Surat Nomor
072/PM.00.01/K.KS/05/2021 Perihal Himbauan [Bukti P-14]. Selain pengedarannya tidak
dilakukan secara masif, penerbitan surat edaran tersebut cenderung terlambat. Karena
pembagian politik uang dengan modus zakat telah terjadi secara merata di wilayah PSU. Padahal,
Bawaslu Rl sudah sejak lama menyatakan agar tidak terjadi penyimpangan tujuan dan tepat
sasaran, zakat maal sebaiknya disalurkan melalui lembaga yang berwenang yaitu lembaga amil
zakat, seperti Baznas [Bukti P-15].

62. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas menunjukkan bahwa pembagian uang terjadi secara terstruktur

melibatkan aparat desa dan RT, serta mendapat karpet merah, cenderung pembiaran, dan legitimasi
langsung dari Bawaslu Kalsel.

SISTEMATIS

63.

64.

65.

66.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas menunjukkan bahwa pembagian uang terjadi secara
terstruktur melibatkan oknum birokrasi serta aparat desa dan RT, serta mendapat karpet merah
dan legitimasi dari Bawaslu Kalsel.

Bahwa yang dimaksud dengan “Sistematis” adalah pelanggaran yang direncanakan secara
matang, tersusun, bahkan sangat rapi. [ Vide Penjelasan Pasal 135A ayat (1) UU Pilkada].

Bahwa tindakan politik uang yang dilakukan oleh Paslon 1 direncanakan dengan sangat matang,
tersusun, bahkan sangat rapi. Hal ini dapat terlihat dari pola pembagian uang yang sistematis dan
sangat rapih pembagiannya.

Bahwa pertama ada kegiatan rekrutmen yang dilakukan oleh Ketua RT setempat untuk menjadi
Tim Paslon 1. RT merekrut orang yang akan bekerja pada level TPS dengan politik uang berupa
gaji sebesar Rp 2.000.000/bulan untuk masa kerja 2 (dua) bulan. Kemudian, koordinator TPS
diperintahkan untuk melakukan pendataan pemilih dengan meminta KTP dan KK untuk kemudian
nanti pada waktunya diganti dengan uang bagi yang bersedia di data. Kemudian, pemilih yang
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bersedia di data rumahnya ditempeli stiker bertuliskan “Ayo ke TPS" disertai dengan angka
tertentu yang menunjukkan jumlah pemilih di dalam rumah tersebut [Bukti P-16].

Bahwa setelah data terkumpul, Koordinator TPS diberikan uang untuk dibagikan kepada para
pemilih terdata dengan modus zakat dari Paslon 1. Setiap TPS menerima antara lain Rp100.000
per pemilih, diberikan selama bulan Ramadhan dengan modus zakat.

Bahwa kemudian Koordinator TPS menerima uang untuk serangan fajar pada menjelang hari-h
untuk dibagikan kembali kepada para pemilih. Nilainya sama yakni kurang lebih Rp100.000 per
pemilih untuk setiap TPS. Bayangkan, jika terdapat 300 pemilih tercatat tim Paslon 1 dalam 1 TPS,
maka uang serangan fajar yang dikeluarkan minimal Rp30.000.000/orang pemilih, belum lagi
untuk modus seolah-olah zakat..

Bahwa Pemohon pernah menyampaikan dalam video berdurasi 02:08 menit mengenai
penempelan stiker mencurigakan tersebut di rumah-rumah warga berupa stiker “Ayo ke TPS”.
[Bukti P-17] Kecurigaan Pemohon terkonfirmasi berdasarkan bukti voice note dari handphone tim
Paslon 1 yang Pemohon dapatkan, dan akan disampaikan kemudian dalam pemeriksaan
pembuktian. Di dalam rekaman suara tersebut, koordinator tim Paslon 1 memerintahkan kepada
tim tingkat TPS untuk mendata pemilih dengan target 1500 pemilih di satu desa Pemurus,
Kecamatan Aluh-Aluh, Kabupaten Banjar. Kemudian, para warga yang sudah didata, rumahnya
ditempeli stiker “Ayo ke TPS” disertai angka jumlah pemilih di dalam satu rumah.

Bahwa stiker "Ayo ke TPS" tersebar merata di daerah PSU di 7 Kecamatan, yakni di Kecamatan
Aluh-Aluh, Kecamatan Astambul, Kecamatan Mataraman, Kecamatan Martapura, Kecamatan
Sambung Makmur, Kecamatan Banjarmasin Selatan, dan Kecamatan Binuang.

Bahwa berdasarkan dalil di atas, terbukti bahwa adanya sebuah skema yang sistematis untuk
merencanakan secara rapi dan matang kegiatan pembagian uang.

MASIF
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73.

74.

15,

76.

B.1.

T4

Bahwa yang dimaksud dengan “Masif* adalah adalah dampak pelanggaran yang sangat luas
pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian. [ Vide Penjelasan Pasal
135A ayat (1) UU Pilkada].

Mohon menjadi perhatian yang mulia Majelis Hakim Konstitusi, bahwa ukuran masif dalam PSU
ini tentu secara kontekstual harus dimaknai sebatas pada wilayah PSU. Sangat tidak logis
pemahaman yang menyatakan bahwa pelanggaran masif pada PSU tetap harus terjadi pada
50+1% dari seluruh wilayah provinsi pemilihan sebelum PSU.

Bahwa apabila masivitas pelanggaran pada tahapan PSU tetap harus mengacu pada keseluruhan
wilayah pemilihan, maka sejatinya pemikiran tersebut bertentangan dengan asas pembentukan
peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (“UU P3") sebagai berikut:

Pasal 5 huruf d UU P3:
“Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada
asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:
d. dapat dilaksanakan”

Bagaimana mungkin PSU di 7 Kecamatan, atau 3 Kabupaten/Kota namun keterpenuhan
pelanggaran TSM harus memenuhi minimal 77 kecamatan dari 153 Kecamatan, atau
minimal 7 Kabupaten/Kota dari total 13 Kabupaten/Kota di Kalsel? Jika pemikiran semacam
ini yang dikembangkan, maka Paslon 1 memang secara faktual dapat melakukan tindakan politik
uang di seluruh wilayah PSU tanpa harus takut terancam sanksi administratif pembatalan atau
diskualifikasi sebagai paslon. Karenanya, Pasal 73 ayat (2) UU Pilkada menjadi tidak dapat
ditegakkan. Oleh sebab itu, kami mohon kepada Mahkamah untuk memeriksa permohonan a quo,
termasuk memeriksa pelanggaran TSM yang dilakukan Paslon 1, yang secara tidak logis dan tidak
rasional dinyatakan Bawaslu tidak memenuhi syarat masif tersebut.

Bahwa politik uang oleh Paslon 1 dilakukan dengan berbagai modus, yakni:
1) Modus pembagian bakul sembako;

Modus zakat dan sedekah;

Modus memborong makanan di warung;

Modus membagikan ikan, sayuran, dan buah gratis;

Modus pemberian uang langsung ke pemilih;

Modus lain yang variatif.

S S0

Masing-masing peristiwa tersebut terjadi sangat masif, dengan cakupan wilayah yang akan
dijelaskan lebih rinci sebagai berikut:

Kecamatan Aluh-Aluh

Bahwa politik uang terjadi secara masif di 11 dari 19 Desa pada Kecamatan Aluh-Aluh (57%),
Kabupaten Banjar. Sisa desa yang tidak ada buktinya bukan berarti tidak ada pembagian uang,
tetapi lebih karena tidak ada saksi penerima yang berani memberikan keterangan. Pemohon
mendapati tim Paslon 1 yang bertugas sebagai koordinator TPS, yang bersangkutan selalu
mengikuti pertemuan-pertemuan pada tingkat Kecamatan Aluh-Aluh untuk pemenangan tim
Paslon 1. Ujung tombak dari pemenangan Paslon 1 adalah pembagian uang ke pemilih.
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Bahwa pada pertengahan April 2021, diadakan rapat Tim Paslon 1 se-Kecamatan Aluh-Aluh yang
dihadiri oleh kurang lebih 130 orang dari 9 desa di Kecamatan Aluh-Aluh. Terdiri dari Koordinator
TPS, Koordinator RT, dan Koordinator Desa. Rapat diadakan di rumah seorang bernama Juhri,
yang bertugas sebagai koordinator wilayah Kecamatan Aluh-Aluh.

Bahwa dalam rapat tersebut, seorang bernama Yusdar Umar, atau yang lebih dikenal dengan
panggilan Bang Yos, menyampaikan bahwa Tim Paslon 1 akan melakukan kecurangan. Bang Yos
ini diketahui kemudian adalah Tim Paslon 1 yang melakukan tindakan premanisme dan intimidasi
di TPS-TPS ketika hari H pemungutan suara ulang [Bukti P-18] [Bukti P-19] [Bukti P-20]

Bahwa agenda berikutnya dari pertemuan di atas adalah pemberian gaji kepada seluruh anggota
yang hadir dengan besaran bervariasi. Bahkan ada yang RT yang juga turut menerima gaji.
Setelah itu setiap orang diberikan stiker bertuliskan “Ayo ke TPS". Kemudian, setiap orang
tersebut diberi tugas mencatat pemilih dengan meminta KTP dan KK, menempel stiker “Ayo ke
TPS" dan menyalurkan uang dalam 2 (dua) gelombang. Gelombang pertama dengan modus zakat
sebesar Rp100.000 per pemilih, gelombang kedua dengan pembagian langsung ke para pemilih
Rp100.000 per pemilih.

Bahwa khusus di Desa Pemurus, Kecamatan Aluh-Aluh. Tim Paslon 1 diberi target untuk mendata
1.500 pemilih dari 2.189 DPT. Dari setiap pemilih yang terdata diberikan uang masing-masing
Rp100.000 untuk gelombang pertama, dan Rp100.000 untuk gelombang kedua.

Bahwa pada sekitar pertengahan bulan Ramadhan, seluruh tim Paslon 1 se-Kecamatan Aluh-Aluh
kembali dikumpulkan di rumah Juhri (Koordinator Kecamatan Aluh-Aluh) untuk kemudian masing-
masing Koordinator TPS diberikan uang Rp100.000 per pemilih untuk membagikan uang dengan
modus zakat. Khusus untuk TPS 2, Desa Pemurus, Kecamatan Aluh-Aluh, Tim Paslon 1 diberikan
uang Rp 24.300.000 karena pemilih yang berhasil dicatat sebanyak 243 orang.

Bahwa pada tanggal 4 Juni 2021, masing-masing petugas TPS dipanggil ke rumah salah seorang
anggota TPS yang lain untuk diberikan uang. TPS 2, Desa Pemurus mendapat jatah
Rp26.000.000 untuk dibagikan ke pemilih. Pada saat pemberian, pesan yang disampaikan adalah
“Ini uang serangan fajar dari Bang Yos untuk dibagikan kepada pemilih. Kalau ada masalah,
jangan sekali-sekali menyebut nama saya”. Pesan tersebut dari seorang bernama Pak Yakub,
yang juga merupakan Tim Paslon 1.

Bahwa lebih lengkap rangkaian politik uang yang TSM dan melibatkan oknum aparat desa dan
RT dapat terbaca dengan mudah dalam handphone bekas tim Paslon 1 yang mengetahui detail
dan terlibat dalam politik uang TSM yang dilakukan oleh Paslon 1 [Bukti P-20a]

Bahwa lebih konkret, peristiwa pembagian uang di Kecamatan Aluh-Aluh terjadi pada wilayah dan
dengan modus sebagai berikut:

1) Desa Bunipah
e 20 Mei 2021, pembagian Ikan gratis kepada Warga oleh Sahbirin Noor
Bahwa telah terjadi pembagian ikan gratis yang dilakukan oleh Sahbirin Noor kepada
warga di Desa Bunipah, Kecamatan Aluh-Aluh [Bukti P-21] Pembagian lkan Gratis di
Desa Bunipah Kecamatan Aluh-Aluh oleh Sahbirin Noor] dalam foto yang menjadi
bukti tersebut menunjukan Sahbirin Noor sebagai calon Gubernur Kalimantan Selatan
sedang memegang ikan yang akan diberikan kepada warga di Desa Bunipah. Bukti atau
foto tersebut didapatkan dari seorang warga yang mengunggah foto di salah satu media
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sosial dan dalam foto tersebut dituliskan “lwak gratis dari Paman Birin untuk Warga Aluh-
alun” yang menunjukan bahwa Petahana sedang membagikan ikan gratis sebagai
modus kecurangan dalam pilkada.

2) Desa Aluh-Aluh Besar
e 21 Mei 2021, Sahbirin Noor membeli seluruh dagangan sayuran di Pasar Jum